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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Pemidanaan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor. 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang
Penyalahgunaan Narkotika”. adalah hasil dari penelitian pustaka untuk menjawab dua
pertanyaan, yaitu Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pemidanaan dalam
putusan Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pemidanaan
hakim dalam putusan nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis mengkaji dan meneliti untuk
menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (/ibrary research)
menggunakan metode dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan
dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebelum hakim menjatuhkan
hukuman atau putusannya maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jaksa
Penuntut Umum dalam surat dakwaanya menggunakan dua (2) dakwaan, maka Majelis
hakim harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu dakwaan jaksa, alat bukti dan fakta dalam
persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf
a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi: “Setiap penyalahguna
Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun.” dimana semua unsur yang ada dalam undang-undang narkotika ini
terpenuhi semua dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam
putusannya majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa
selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yaitu
melebihi batas maksimal hukuman yang ada dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Pada
prinsipnya majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman, Tetapi tetap ada
batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih
tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh
menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-
undangan lain. Penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaku
kejahatan narkotika tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam, akan tetapi
kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika, perbuatan penyalagunaan narkotika dalam
Hukum Islam termasuk 7a°‘zir, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa
(Ulil Amri). Sedangkan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah yaitu menganggu pada
kemaslahatan umum atau menganggu keamanan negara.

Saran dari penulis kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya para hakim
diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga dapat
menghasilkan putusan yang berkualitas serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat hampir setiap hari terjadi suatu
hubungan antara anggota masyarakat satu dengan elemen-elemen lain
yang ada dalamnya. Dalam lingkup masyarakat tentunya ada berbagai
problem, baik problem religi, sosial, ekonomi, pendidikan ataupun

problem dalam bidang kejahatan atau pidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah problem yang
memerlukan penanggulangan secara serius dan menyeluruh. Upaya
penanggulangan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen
yang mengerti dan memahami masalah penyalahgunaan narkotika, peran
aktif masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam hal ini mulai dari lingkup

terkecil yaitu mulai dari diri sendiri, keluarga serta lingkungannya.

Di Indonesia narkotika merupakan masalah yang besar, yang lebih
memprihatinkan lagi konsumen narkotika di Indonesia mayoritas adalah
generasai muda, khususnya kaum remaja. Upaya peningkatan pengawasan
dan pengendalian dalam mencegah dan memberantas narkotika sangat
dibutuhkan, karena kejahatan dalam bidang ini semakin berkembang dari

segi kualitas maupun kuantitas.

Pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian
yang ketat. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan
penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan
kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan

1



pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangannya di perlukan
kehadiran hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan

zaman.l

Adapun fase penggunaan narkotika sejak awal sudah di mulai dari
coba-coba (experimental use), yaitu memakai narkotika dengan tujuan
untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakainan berlanjut, maka
tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk
tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian
meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai
narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu

menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa dan lain sebagainya.2

Tingkatan terparah apabila si pemakai tidak juga berhenti dari
menggunakan narkotika adalah tahapan abuse/penyalahgunaan, karena
ketergantungan yang di indikasikan dengan tidak lagi mampu
menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan
gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif

dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial).

Pemakai narkotika seringkali melakukan tindak kejahatan atau
kekerasan yang merugikan orang lain. Pemakai narkotika juga seringkali
membuat ulah, keributan yang mengganggu masyarakat. Pemakai
narkotika juga sering mengalami keterasingan dari dirinya sendiri dan
orang lain, serta menderita depresi berat. Singkatnya, para pemakai
narkotika seringkali mengalami perubahan diri pribadi yang baik menjadi

buruk, yang sehat menjadi sakit. Akhirnya, pemakai narkotika seringkali

! Dirjosisworo, Soedjono, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1986), 3-4.
* Yamin Muhammad, 7indak Pidana Khusus, cetakan pertama.( Bandung: Pustaka Setia, 2012),

163.



meninggal karena over dosis, atau tertangkap pihak kepolisian dan

dipenjarakan.’

Sedangkan seseorang yang telah kecanduan narkotika yang sulit
melepaskan diri akan melakukan segala cara untuk mendapatkan
narkotika itu lagi, seperti melakukan kejahatan, perjudian, pencurian atau
penodongan, pelacuran dan lain-lain. Mengingat kasus penyalahgunaan
narkotika merupakan hal yang kriminal. Maka badan Legislatif
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
1997. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
dapat diklasifikasikan sebagai berikut:*

1. Sebagai pengguna

dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman

hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar

dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman

hukuman paling lama 15 tahun penjara.
3. Sebagai produsen

dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman

> M Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islami Mengatasi, Mencegah dan Melawan,
(Bandung: Nuansa,2004), 71
* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan

denda.

Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika
hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana
yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis
maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.
Meskipun sanksi-sanksi penyalahgunaan narkotika sudah ditetapkan
namun tidak juga membuat presentase kasus ini menurun, bahkan bisa
dikatakan semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebab dari
peningkatannya adalah dari faktor diri sendiri, lingkungan dan
ketersediaan narkotika itu sendiri, serta fakror lemahnya hukum di

indonesia.’

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan
narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam
hukum positif penerapan sanksi bagi penggunaan narkotika
dikodifikasikan pada Undang-Undang No 35 tahun 2009. Sedangkan
dalam hukum Islam sebaliknya yakni dikodifikasikan dalam sebuah
Undang-Undang tersendiri, sehingga para ulama berbeda pendapat,
menurut imam Maliki, imam Syafi’i, dan imam Ahmad tentang sanksi
bagi mereka yang menggunakan narkotika adalah ta’zir yaitu sanksi yang
jenis dan kadarnya ditentukan qadi. Misalnya dipenjara, dicambuk dan

sebagainya. Ta’zir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.’

> M Arief Hakim, Bahaya Narkoba..., 87
% Saud Al Utabi, A/ Mausu’ah al Jina ’fyah al Islamiyah, Juz 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),
708-7009.



Pada dasarnya, pengertian dan istilah jinayah mengacu kepada
hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada
perbuatan terlarang. Dikalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti
perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian pada
umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan
mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan
sebagainya. Selain itu takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada
pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan hak allah
maupun manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud

atau kafarat.’

Permasalahan pokok dalam kasus ini pada Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg yaitu hakim
memberikan hukuman kepada terdakwa melebihi batas maksimal
peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 112 ayat 1 huruf a

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan wuraian diatas, penulis merasa perlu melakukan
penelitian lebih jauh lagi mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sanksi Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor.
434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkotika”.®

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sanksi
penyalahgunaan narkotika pada kasus Putusan Hakim Nomor:
434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana penyalahgunaan
narkotika. Dan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang

digunakan hakim tersebut dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan

7M. Nurul Irfan dan Musyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140
$Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Direktori Putusan Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg
Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika



narkotika sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan
yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika pada kasus tersebut.
. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait
tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maka penulis akan

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri

Bandung Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg

2. Ketidaksesuaian putusan hakim dengan Undang-Undang tindak

pidana penyalahgunaan narkotika

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemidanaan oleh hakim
dalam  putusan Nomor. 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg  Tentang

Penyalahgunaan Narkotika
. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas
permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai

berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam putusan Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor:

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka

dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pemidanaan dalam
putusan Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemidanaan
oleh hakim dalam putusan Nomor: 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang

tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah
ada.’ Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1. Akan tetapi, skripsi yang
penulis bahas sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian yang dilakukan
sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang sudah ada,
meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang
mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti

jumpai, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ulul Absor jurusan Hukum Pidana Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor:

? Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2015), 8



665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor:
661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Tindak Pidana Narkotika” dalam
penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang diberlakukan oleh
hakim kepada terdakwa tidak sesuai yakni dipidana penjara selama 5
tahun dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 yang

seharusnya dalam peraturan tersebut dipidana maksimal 4 tahun.'

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang
Melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai
Narkotika” (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 05-K/PMI-
07/AD/1/2012)” dalam penelitian ini menitik beratkan kepada bentuk
hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan
tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika."’
Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang

menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika.

3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria jurusan Siyasah Jinayah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif dalam
putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan
Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu” dalam penelitian ini

menjelaskan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif

" Ulul Absor “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor:
665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Tindak Pidana
Narkotika”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

""" Abdul Syukur “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan
tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Kasus Putusan PM
Nomor: 05-K/PMI-07/AD/1/2012)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)



yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan

pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.'?
F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai
dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam

pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi
pemidanaan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika

2. Untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap sanksi pemidanaan
oleh hakim Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika
G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini
bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil

dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua (2) aspek:
1. Aspek teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
penelitian terhadap hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu

hukum dengan kepustakaan dibidang penerapan pidana penjara

12 Resah Anika Maria “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif dalam putusan
Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-
Sabau” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
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terhadap putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak

pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Aspek praktis

penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam
memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku penyalahgunaan

narkotika golongan 1.
H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka
perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
penulisan skripsi agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksud, maka
disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai

berikut:

1. Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah): aturan yang mengatur
tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran
dan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah,

serta pendapat para mujtahid dan fuqoha."

2. Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah

kasusnya, dan akibat adalah hukumnya.

3. Penyalahgunaan Narkotika: Orang yang menggunakan

Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum."

1> Rahmat hakim, Hukum Pidana islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.
' Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika



L.

11

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif
berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang
dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam
menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka

menggunakan metode:
1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang
tindak pidana narkotika terhadap putusan Pengadilan Bandung dengan

pokok permasalahan yaitu:

a. Dasar Pertimbangan sanksi pemidanaan Hakim dalam
menyelesaikan perkara dalam Putusan Nomor

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang Penyalahgunaan Narkotika.

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum
sanksi pemidanaan hakim dalam putusan Nomor

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang Penyalahgunaan Narkotika.
2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan penulis

menggunakan sumber data sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sanksi
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pemidanaan Hakim analisa direktori putusan Nomor

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang Penyalahgunaan Narkotika.
. Data Sekunder

. Dirjosisworo, Soedjono, Hukum Narkotika Indonesia,

Alumni, Bandung, 1986

. Yamin Muhammad, 7indak Pidana khusus, cetakan

pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012

. M Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islami

Mengatasi, Mencegah dan  Melawan, (Bandung:
Nuansa,2004)

. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

. Saud Al Utabi, A/ Mausu’ah Al Jina’iyah Al Islamiyah,

Juz 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

. M. Nurul Irfan dan Musyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta:

Amzah, 2013)

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah
dokumen, dalam skripsi yang ditelaah adalah Direktori Putusan

nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg.

Pustaka, yaitu suatu teknik menelaah buku atau literatur-literatur

tentang hukum pidana islam.
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4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai

berikut:

a.

Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi
perlengkapannya, kejelasannya, kesesuaisan antara data-data yang
satu dengan yang lainnya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam
hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data

dari Direktori Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg.

Organizing, yaitu menyusun data dan membuat sistematika
penerapan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang
direncanakan menjadi sebuah bahasa yang tersusun pada Bab II
yang membahas teori Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika

Analizing, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada
Bab III dan menganalisa pada Bab IV dalam rangka untuk
menunjang bahasa atau proses menjawab permasalahan yang telah
dipaparkan didalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pemidanaan Hakim
dalam Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang

penyalahgunaan narkotika.

5. Teknik Analisis Data

a.

Deskriptif analisis, yaitu metode analisa dengan cara memaparkan
data apa adanya dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim

dalam putusan, kemudian dianalisa dengan hukum pidana islam
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b. Deduktif. dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara
nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian
untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan
memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik
kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan

analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.
J. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik
deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan
memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun
fakat-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah
yang dapat difahami dengan mudah. Sistematika pembahasan bertujuan
agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk
mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi
lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai
hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.
Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya

sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah tinjauan hukum pidana islam terhadap
pengertian tindak pidana dan jarimah dalam hukum islam, macam-macam
jarimah, turut serta berbuat, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

dalam pidana hukum islam.
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Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai pertimbangan dasar
hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari
Direktori Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak

pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab Keempat merupakan pertimbangan hakim dan tinjauan
hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
dalam Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana

penyalahgunaan narkotika.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan
yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada
bab-bab sebelumnya. dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang

berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.



BABII
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum
1. Pengertian Narkotika

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw, walaupun
demikian narkotika termasuk dalam kategori khamr dan bahkan
narkotika bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr. Istilah
narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung. Di
dalam Alquran hanya menyebutkan khamr. Hal ini dengan adanya
teori ilmu Ushul Figh dimana bila suatu hukum belum ditentukan
status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode giyas (analogi
hukum)."> Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat nas hukum
baginya, dalam hal hukum yang terdapat nas untuk menyamakan dua

peristiwa pada sebab dua hukum ini.'®

Khamrmenurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari
biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga

dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.

15 7ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78
' Abdullah Wahab Khalaf, //mu Ushul Figh, (Jakarta: Rienika Cipta, 1995), 5
16



17

Minuman khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan baik
dinamakan khamr atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya
dan baik itu yang membuat mabuk sedikit atau banyak.'” Islam
menegaskan apabila setiap benda memiliki efek memabukkan atau
membuat hilangnya akal bagi penggunanya baik itu dalam kadar yang
rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun
hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori
khamr, dan hukumnya haram untuk digunakan. Penggunaan khamr
memiliki arti yang luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi
tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan

dasar alkohol untuk wangi-wangian ataupun untuk hal lainnya.

Parameter suatu benda masuk dalam kategori khamr atau bukan
adalah apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia
sehingga manusia tidak dapat berfikir dengan jernih. Karena pada
dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya
di bumi ini yakni hewan adalah akal, akal inilah yang menjadi
kelebihan atas diciptakannya manusia. Peran akal sangatlah vital bagi
kehidupan di dunia ini, adanya akal membuat manusia bisa
membedakan yang hak dengan yang bathil. Sebaik-baik manusia

adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan

7 M. Ichsan, Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif (Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008), 143
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serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa
menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan
memiliki derajat lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang

dianugerahkan kepdanya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.'®

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap
sebagai induk keburukan (Umm al-Khabaith), disamping merusak
akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula islam telah
berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa manfaatnya tidak
seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya, dalam Surat Al-

Bagarah ayat 219 Allah berfirman:

P
2 o B - .?. -~ . ’: > - 37 9/."’ - PR PR
Cpu)ﬁ&;i.:lu.@.gaﬁ w‘)J—Q}J‘ .,_Gé,t:}li;g@
I R S P R L 2. 2 F—_ a7 @
s e e el G R R N 12t e e
(20 09 emla) T WSl oy Z0ST i)l

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Khamr
dan Judi, Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya”, (Q.S al-Baqarah: 219) "

8 A. Hanafi, M. A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 13
' Departemen Agama R.I, A/-Qur’an dan terjemahya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 34
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Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah
anggur, selai, kurma, madu ataupun yang lainnya yang dapat membuat
seorang menjadi mabuk setelah meminumnya. Kata &hamr boleh jadi
meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang

sama.

Secara garis besar khamr adalah cairan yang dihasilkan dari
peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya
menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang
mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang

berubah melalui proses peragian.

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan
diolah oleh manusia dalam bentuk minuman, sehingga para pelakunya
disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat
dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan
gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul

atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondidi si pemakai.*’

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris
"Narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang

berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Papaper Somniferum (Candu),

% Tengku Muhammad Hasbi, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,

2001), 391
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Erythroxyion coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni
maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan
syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan

bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.’

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat
telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang
merupakan kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan
Zat Adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia
yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang

mengkonsumsinya.”

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.”

?! Andi hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11
?? Kharisudin, INABAH, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147
2 Undang-Undang RI No. 35 tshun 2009 tentang Narkotika
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Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan menurut
potensinya menyebabkan ketergantungan sebagaimana tertuang
dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Sehubung dengan
adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana
dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika golongan I: Berpotensi sangat tinggi
menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk

pengobatan. Contoh: heroin, ganja.

2. Narkotika golongan II: Berpotensi tinggi menyebabkan
ketergantungan dan digunakan pada pengobatan sebagai

pilihan terakhir. Contoh : morfin, petidin.

3. Narkotika golongan III: Berpotensi ringan menyebabkan
ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

Contoh : kokain.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui
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pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.**

Sedangkan sabu-sabu adalah psikotropika atau narkotika yang
bukan tanaman dan sangat berbahaya karena berpotensi
menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk
kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih

besar sehingga ada yang menyebutnya Crystal Meth”>

Akibat menggunakan sabu-sabu : Merusak organ-organ tubuh
terutama otak, dan syaraf yang mengatur pernafasan, Banyak yang
mati karena sesak nafas, dan tiba-tiba berhenti bernafas karena syaraf
yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi
instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan
mati, paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi,
tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak
bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, pupil mata
melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual atau
muntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah (pemakai
baru, lama, dosis tinggi), perasaan dikejar-kejar, perasaan

dibicarakan orang, agresif dan sifat bermusuhan, rasa gelisah, tidak

** Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1)
% Zahroni, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56
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bisa diam dalam waktu 24 jam, gangguan detak jantung, pendarahan
otak, hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung yang

berakibat meninggal dunia.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya

dilakukan secara kumulatif.

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang
yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum.
Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan
Narkotika baik golongan I dan golongan Il berupa tanaman atau
bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin

dari pihak yang berwenang.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak
pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi
hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan
pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara
khusus, yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang

narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam
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adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan
mematikan yang digiyaskan dengan Intihar. yang termasuk katagori
narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan

sej enisnya.26
B. Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
dijelaskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan
narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pengertian lain
penyalahgunaan dimaksud sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat

patologik/menyimpang.

Dasar hukum penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan dalam pasal 127

yang berbunyi:

1. Setiap penyalah guna:
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

*® Wardi Ahmad, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 92
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2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan
narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun Kklarifikasi korban penyalahguna narkotika dijelaskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010
dengan klarifikasi sebagai berikut:*’

1. Terdakwa pada saat tertangkap oleh penyidik Polri dan penyidik
BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas ditemukan

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain

sebagai berikut:

a. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram

b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
c. Kelompok Heroin : 1,8 gram

d. Kelompok Kokain : 1,8 gram

e. Kelompok Ganja : 5 gram

f. Daun koka : 5 gram

?” Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
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g. Meskalin : 5 gram
h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
i. Kelompok LSD (d-lysergic acid

diethylamide : 2 gram
j.  Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
k. Kelompok Fentanil : 1 gram
1. Kelompok Metadon : 0,5 gram
m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
0. Kelompok Kodein : 72 gram
p. Kelompok Bufrenorfin :32 mg

Apabila terbukti sebagai penyalahguna narkotika (dalam hal ini
disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggung
jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan

sebagaimana pasal 21 KUHAP.

Hakim dalam memutuskan perkara pecandu narkotika dan
penyalahguna narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103
Undang-undang No 35 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam

pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu
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narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam. dengan memahami arti dari ketiga kata itu,
dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat
norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad
Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah
masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam
dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari
ajaran Islam. peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad
Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah

masyarakatnya.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam figh dengan istilah
Jjinayah atau jarimah. jinayah dalam istilah Hukum Islam sering
disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk
verbal noun (magsdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat
dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau

perbuatan salah.

Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut khamr, artinya

sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda



28

namun cara kerja khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan,
merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi

khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.*®

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam Alquran dan
Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan
mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang

artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan
akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda
yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka
khamr disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan

pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.29

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan
mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia
yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan

Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah

*® Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289
¥ Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004),

125
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bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja,

kokain, dan sejenisnya.*

Kata khamar pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal
dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan
untuk mabuk-mabukan.’’ Sedangkan dalam istilah figih kontemporer
disebut dengan al-mukhaddirat, yang mengambil dari suku kata “A/-
khadar” yang bentuk subyeknya berupa kata “Al-khadir” (Inggris:
Narcotics) mengandung makna sesuatu yang terselubung, kegelapan atau
kelemahan>* Pendapat yang senada dengan definisi diatas dari Syaikh
Wahbah Zuhaili yang mengatakan “kull ma yadurr al jism wa al aql’

(segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal).

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya
tersebut kebanyakan Ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya
(khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat
memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat
mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.” Haramnya

narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua

3% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...., 9

3! Ahmad Azhar, Kamus Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987), 53

*? Syaikh Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),
177

3 Departemen Agama RI, Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Dirjen
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 45
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alasan; pertama, ada nash yang mengharamkan narkoba. kedua, karena

menimbulkan bahaya (dharar) bagi manusia.’*

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina
Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-
Walid bin Ugbah, beliau berkata: Rasulullah Saw telah menghukum
sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi
Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya

adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)®

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat
yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja

hukumnya haram.

Hadis dari Aisyah, Nabi Saw. Bersabda, “Setiap minuman yang

memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).*

Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika
banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang
sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan
narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar

dan penerima narkoba adalah haram.”’

3 Ahmad Warson Al-Munawir. A/-Munawir kamus arab-indonesia, (Yogyakarta: Agustus, 1984),

351

3 Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, (Beirut Libanon, 1996), 1331
3% Al-Bukhari, Sahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr , 1981), 242
37 Yusuf Qaradhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Grafika 2003), 109
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Dalam Hukum Islam narkotika sama dengan yang dimaksud
minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan

memabukkan, yang dalam bahasa Alquran disebut khamr.

Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama khamr, atau
narkotika hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak,

walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

Alquran menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang

menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:
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Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan
kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang
paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang
pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi
maha kuasa.(QS. al-Nahl:70)**

® Departemen Agama R.I, A/-Qur’an dan terjemahya....., 274
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D. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur jarimah
secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan

Jjarimah, yaitu >

a. Rukun syar'i (unsur formil), yaitu nash yang melarang

perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

b. Rukun maddi (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun

sikap tidak berbuat.

c. Rukun adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang,
namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-

persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.
E. Macam-macam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah

dapat ditinjau dalam berbagi aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah

3% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6
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dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek yang meliputi hukuman, niat,

cara, korban dan tabiat.”

Jinayah itu dengan melihat kepada hak siapa yang melanggar

dalam kejahatan itu, pengelompokan ini berkaitan boleh tidaknya pelaku

kejahatan itu dimaafkan. Dalam hal ini hak yang melanggar dalam

kejahatan itu, yaitu:

1.

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu
pembunuhan, pelukaan dan penghilangan anggota tubuh, yang
termasuk dalam kelompok gisas-diyat. Dalam hal ini
pelaksanaan dan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada
korban kejahatan atau keluarganya. Ia dapat menuntut untuk
dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksaan hukuman.
Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum
(public) secara murni yaitu perzinaan, minuman keras, murtad,
perampokan dan makar. Dalam hal ini maaf yang diberikan
para korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksaan hukum.
Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan
hak Allah, namun hak hamba lebih dominan yang termasuk
dalam golongan ini adalah tuduhan zina (gadzaf) tanpa bukti.

Menurut pendapat sebagian ulama ancaman hukuman ini dapat

“Ibid., 6
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dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh
berzina.

Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak
hamba, namun hak allah lebih dominan yang termasuk dalam
kelompok ini adalah pencurian. Menurut sebagian ulama,
korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama
kasusnya belum masuk di pengadilan.

Adapun Jinayah atau Jarimah dalam Islam, jika dilihat dari

segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu /fudud, gisas-

diyat dan ta’zr.

1.

Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman
had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak
mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa
dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau
masyarakat yang mewakili (Ulil Amri). Para ulama sepakat
bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh,
yaitu:

a. Zina,

b. Qadzaf(menuduh zina),

c. Sarigah, (Pencurian),
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d. Perampokan atau Penyamunan (hirabah),
e. Pemberontakan (al-bagyu),
£ Minum-minuman keras, dan riddah (murtad).

2. CQisas diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman
gisas dan diyat. Baik hukuman gisas maupun diyat merupakan
hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah
dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan
walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak
Allah semata. Hukum gisas diyat penerapannya ada beberapa
kemungkinan, seperti hukum gisas bisa berubah menjadi diyat,
hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaaftkan

maka hukuman menjadi hapus.

Dalam al-Mu‘jam al-Wasit, qisas diartikan dengan
menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama
persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan
nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.*
Jarimah yang masuk dalam kelompok jarimah gisas yaitu:

a. Pembunuhan sengaja.

b. Penganiayaan sengaja.

* Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 4
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Sedangkan diyat adalah disamping merupakan sebuah
hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Si
pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban
atau ahli warisnya, dengan besar kecilnya menurut jarimah
jenis jarimah yang diperbuat.*” Ada tiga jarimah yang
termasuk dalam jarimah diyat, yaitu:

a. Pembunuhan tidak sengaja.

b. Pembunuhan semi sengaja.

c. Penganiayaan tidak sengaja.

Disamping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari

hukuman gisas yang dimaafkan oleh korban atau ahli waris

korban.

Yang membedakan antara jarimah gisas/diyat dengan
hudud adalah jarimah qisas/diyat menjadi hak perseorangan
yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah
oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi,
dalam kasus jarimah qisas/diyat ini, korban atau ahli warisnya

dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, dengan

** Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.
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meniadakan gisas, dan menggantinya dengan diyat atau

meniadakan sama sekali.*

3. Jarimah ta’zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah
yang diancam dengan hukum #a’zir yaitu hukuman selain fadd
dan gisas diyat.**

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam
konteks Figih Jinayah, ta‘zir adalah bentuk hukuman yang
tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh Syara‘ dan
menjadi kekuasaan waliy al amri atau hakim.

dapat disimpulkan bahwa hukuman ¢a ‘zir adalah hukuman
yang tidak ada ketentuannya di dalam Alquran maupun
Sunnah dan hukumannya ditentukan oleh penguasa setempat.
Dengan syarat ketentuan hukumnya tidak bertentangan dengan
Alquran dan Sunnah.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur
penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, kebutuhan

. . T . 45
manusia secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kebutuhan pokok atau daruriyat yaitu suatu kebutuhan

pokok manusia dalam kehidupan yang wajib adanya demi

43 .

Ibid., 27
* Marsum, Jarimah Ta'zir, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), 2
45 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. ..., 49
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mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiiri,
apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan
tercapai kemaslahatan dan akan menimbulkan kehancuran
atau kerusakan. Adapun yang bersifat daruri yang harus
dijamin kemaslahatannya dalam kehidupan manusia

adalah:*®

a. Memelihara agama (4ifz al-din), yaitu hukum
disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta
memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.
Manusia harus mengembangkan nila-nilai keagamaan
serta memelihara dari penodaan baik berupa
penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama, maupun
terhadap serangan-serangan langsung yang ingin
menghilangkan agama dalam kehidupan manusia.
Agama merupakan suatu keyakinan yang mengatur
perjalanan  hidup  manusia  demi  mencapai

kebahagiaanya di dunia maupun di akhirat.

b. Memelihara jiwa, yaitu untuk menjamin jiwa. Islam
mewajibkan manusia agar memperolah sesuatu yang
dapat mengukuhkan jiwa seperti makanan pokok,

pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

* Ibid., 50
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c. Memelihara akal (4ifz al- agl), yaitu islam melarang
segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya

akal.

d. Memelihara kehormatan, yaitu Islam menghendaki
manusia  untuk  senantiasa selalu  menjaga
kehormatannya, baik pada dirinya sendiri maupun

orang lain.

e. Memelihara harta (4ifz al-mal), yaitu islam
mensyariatkan agar manusia berusaha memperoleh

harta atau rizqi yang halal.

2. Kebutuhan sekunder (Agiyaf), yaitu suatu kebutuhan
manusia dalam rangka meringankan beban dan
menghilangkan kesulitan bagi kehidupan. Bila hal ini tidak
terpenuhi, maka manusia akan berada dalam kesulitan dan
kesempitan, akan tetapi tidak sampai mengalami
kehancuran dan kerusakan.

3. Kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat), yaitu kebutuhan
manusia yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta

berperilaku menurut jalan yang lurus dan benar.
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F. Hukuman 72a“ir Sebagai Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Status hukum narkoba dalam konteks Fikih memang tidak
disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Karena

narkoba belum dikenal pada masa Nabi."’

Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan
narkoba dengan khamr. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa:
“Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya
dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khamr.
Ganja lebih jahat dari khamr dilihat dari segi merusakkan badan dan
mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah
keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang
dari mengingat Allah dan mendirikan sembayang. Ganja ini termasuk ke

dalam pengharaman khamr dan mabuk, secara maknawi.”*®

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari berpendapat
bahwa: “narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkobah lebih
berbahaya dibandingkan dengan khamr, narkoba tidak diminum seperti

halnya khamr.”

4" Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. ..., 151
* Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 9, (Bandung: Al-Maarif, 1984), 63
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Ada sebuah contoh hadis tentang ijtihad Umar bin al-
Khathab untuk menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh

kali yang dijelaskan dalam hadis berikut:

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi Muhammad Saw
mencambuk pelaku Jarimah Syurb al-khamr dengan pelapah kurma dan
sandal. Kemudian Abu Bakar juga mencambuk sebanyak empat puluh
kali. Sementara itu pada masa pemerintahan Umar, orang-orang
berdatangan dari dusun dan kampung-kampung, umar bertanya,
“Bagaimana menurut kalian tentang sanksi pelaku Syuwurb al-khamr
(meminum minuman keras)?” Abdurrahman bin Auf menjawab, “menurut
saya, sebaiknya engkau menentukannya sama dengan hudud yang paling
ringan.” Umar berkata, “Umar mencambuk sebanyak delapan puluh kali.”

(HR. Muslim)*’

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada
perubahan/penambahan sanksi pidana dalam Jarimah khamr di masa
Nabi Muhammad saw dan di masa Umar bin al-Khaththab. Namun
penambahan cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah

hudud, melainkan 72 ‘zir dan merupakan kebijakannya sendiri.

* Nurul Irfan, Figh Jinayah....., 54
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Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau
Penyalahgunaan Narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam
perumusannya harus mempunyai dasar, baik Alquran, Hadist atau
keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan

hukum untuk kasus ta’zir.>°

Masalah #a‘zir ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat
dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar
kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak
melihat kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi

delapan puluh kali cambukan.”®

Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi.
Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah/ditambah karena narkoba

lebih berbahaya daripada khamr.

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi ta‘zir bagi

penyalahgunaan narkotika, yakni: :**

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum

melakukan Jarimah. Agar tidak melakukan jarimah.

> Oemar Seno, Hukum-Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124
*! Ibid., 55
> Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.
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2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak

mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

3. Kauratif (is/ah). Ta‘zir harus mampu membawa perbaikan perilaku

terpidana di kemudian hari.

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya

ke arah yang lebih baik.

Syara‘ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap
Jarimah ta ‘zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang
paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk
memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi 7a ‘zir tidak

mempunyai batas tertentu.

Macam-macam sanksi fa zir beragam bentuknya. Dalam hal ini
hukuman yang berkaitan dengan badan, hukuman yang berkaitan dengan

kemerdekaan seseorang, dan hukuman yang berkaitan dengan harta.

1. Sanksi fa‘zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi

dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
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a. Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi 7a°zir dengan
hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-

ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.”

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang
melakukan suatu kejahatan yang dapat membahayakan
bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat
penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan
atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat
merusak generasi bangsa, seperti pengedar narkotika atau

sejenisnya.

. Hukuman cambuk

Hukuman ini dalam jarimah Audud telah jelas
jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan

jarimah gazaf.

Namun dalam jarimah ta‘zir, hakim diberikan

kewenangan untuk menetapkan jumlah  cambukan

3 Ibid., 147
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disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat

kejahatan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi 7a‘zir
boleh melebihi Aad selama mengandung maslahat. Mereka
berpedoman pada keputusan Umar bin al-Khaththab yang
mencambuk Ma‘an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan

stempel baitul mal.

2. Sanksi ta‘zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang,
dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman
penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya
bermakna a/-man ‘u, yaitu mencegah dan menahan. Menurut
Ibnu al-Qayyim, al-habsu ialah menahan seseorang untuk
tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu
di rumah, masjid, maupun tempat lain. Hal ini terjadi pada
masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah
Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia
membeli rumah Syafwan bin Ummayyah dengan harga

4.000 dirham untuk dijadikan penjara.
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Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga
berdalil pada tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi‘
bin Haris (seorang pencopet dari Bani Tamim), dan
Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk

menunggu proses persidangan.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman Aad,
namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga

sebagai hukuman ¢a zir.

Diantara jarimah ta‘zir yang dikenakan hukuman
pengasingan adalah orang yang berprilaku mukhannath
(waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan

mengasingkannya ke luar Madinah.

3. Sanksi ta‘ziryang berkaitan dengan harta

Hukuman berupa harta dapat berupa denda atau
penyitaan harta si murim. Hukuman berupa denda,
misalnya dijatuhkan pada pelaku pencurian buah yang
masih tergantung di pohonnya dengan keharusan

pengembalian dua kali harga asalnya. Hukuman denda juga
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dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan,
menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain

dengan sengaja.’

> Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam ...., 169



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NOMOR

434/PID.SUS/2016/PN.BDG

A. Para Pihak yang Bersangkutan Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika
Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg
1. Pelaku
Pelaku adalah seorang laki-laki kelahiran Bogor, 4 mei 1981.
Pelaku bertempat tinggal di Kp. Cipambuan, RT.02 RW.03, Ds.
Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor. Pelaku beragama
islam dan status pekerjaan tidak bekerja.>
2. Penasehat hukum
Bahwa dalam kasus ini terdakwa didampingi oleh penasehat
hukumnya yaitu:*°
a. Penasehat hukum I
b. Penasehat hukum II

¢. Penasehat hukum I

> Direktori putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg, 1
% Ibid., 1-2
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Bahwa semuanya Advokat, dari kantor Advokat Usep Supratman,
S.H. dan beralamat dijalan Cikopo Selatan No.15, Sukamanah, Kec.
Megamendung, Kab. Bogor.
3. Saksi-saksi

Beberapa saksi yang dihadapkan dipengadilan adalah antara lain

57

a. Saksil
b. Saksi Il
c. Saksi Il
d. Saksi IV
e. Saksi V
f. Saksi VI

B. Kronologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Nomor
434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg

Kejadian atau kasus penyalahgunaan narkotika baik penggunanya

tingkat remaja sampai pada orang tua, sudah marak dan sudah sering kita

jumpai di negara kita, walaupun negara sudah memberikan aturan-aturan

baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, juga beserta

hukumannya, akan tetapi masih saja ada pelaku yang melanggar aturan

tersebut. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang di

*” Direktori putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg, 10
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lakukan di daerah Bekasi ini. Lebih jelasnya akan penulis paparkan
kronologi kasus tersebut.

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 januari 2016 sekitar
pukul 18.00 WIB terdakwa telah menerima titipan berupa narkotika jenis
Extacy dari Kiwong (DPO) di Komplek Perumahan Bogor Nirwana
Residence JI. Raya Bogor Nirwana Residence Kec. Bogor Selatan Kota
Bogor sebanyak 12 (dua belas) butir untuk selanjutnya akan dijual,
sedangkan untuk narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara
membeli dari Joko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
rupiah) pada hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB
bertempat diperumahan Bogor Nirwana Residence.

Bahwa pada tanggal 23 januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB
terdakwa dihubungi oleh Kiwong karena ada seseorang yang ingin
membeli narkotika jenis Extacy dan meminta agar terdakwa untuk
menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut sebanyak 3 (tiga) butir
didalam bungkus Rokok Star Mild dan menyimpannya dijalan Baru
Yogya Kota Bogor dekat rambu-rambu lalu lintas huruf S, dan setelah
terdakwa menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut lalu terdakwa
memberitahukan kepada Kiwong kalau narkotika tersebut telah disimpan

sedangkan untuk pembayarannya diurus oleh Kiwong.
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Bahwa kemudian pada tanggal 27 januari 2016 pada saat terdakwa
berada didalam mobil Avanza Warna Hitam Nopol F-1327-EQ menuju
hotel M One dijalan raya Jakarta-Bogor, diperjalanan terdakwa telah
mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan
bersama dengan saksi Efendi Joy Pendhita sedangkan sisanya hendak
dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang telah menunggu di Hotel M
One didaerah Kab. Bogor tersebut dan begitu juga dengan narkotika jenis
Extacy warna biru diambil oleh terdakwa sebanyak satu butir lalu
dihaluskan dan dimasukan kedalam kemasan minuman Hydrococo dan
setelah tercampur digunakan dengan cara diminum bersama dengan saksi
Efendi Joy Pendhita dan setelah sampai dihotel M One tersebut kemudian
terdakwa menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu
tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Franky Raturomon dan saksi Basirun
serta saksi Casmo Irawan petugas Kepolisian dari BNNK Kab. Bogor dan
BNNP Jawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Kodir dan
atas informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap
terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan
menemukan barang bukti barupa narkotika jenis sabu satu bungkus

plastik berisi 8 (delapan) butir Extacy hijau dan satu bungkus plastik
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berisi serbuk Extacy sisa pemakaian yang disimpan didalam sebuah tas
selendang berwarna coklat merk Donatello dan satu bungkus plastik berisi
narkotika jenis sabu dilantai mobil merk toyota Avanza warna hitam
Nopol F-1327-EQ, satu botol bekas minuman Hydrococo yang sudah
dicampur dengan sebagian Extacy, satu buah Hp merk Samsung waran
hitam Sim card XL dan Simpati yang digunakan untuk bertransaksi
narkotika, selanjutrnya terdakwa dibawa ke BNNP Jawa Barat untuk
diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Badan Narkotika Nasinonal No. 46B/11/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal
02 februari 2016, berkesimpulan bahwa barang berupa tablet warna hijau
seberat 2,2230 gram dan sisa hasil pengujian seberat 1,3816 gram positif
mengandung Fenetilamina dan terhadap serbuk kristal warna bening
seberat 0,6314 gram dan sisa hasil pengujian seberat 0,3873 gram
berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif nengandung
Metamfetamina termasuk narkotika golongan I Undang-Undang No. 35

tahun 2009.
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C. Tuntutan Jaksa dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Nomor

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg

Dari ungkapan kronologi diatas jaksa penuntut umum menuntut

pidana yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini memutuskan:>®

1)

2)

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa
hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mereka yang
melakukan dan turut serta melakukan telah menyalahgunakan
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 116
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
dakwaan keempat melanggar Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1
KUHPid.

Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa dengan Pidana penjara
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) subsidair 3 bulan penjara.

> Ibid., 2-3
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3) Menyatakan barang bukti:
1. Satu buah Hp merk Mito model 168 warna putih berikut
Sim Card Indosat. Dirampas untuk dimusnahkan
2. Satu (1) unit mobil Avanza warna hitam Nopol F-1327-EQ
tahun 2009 Nomor Rangka MHFM!CA4J9K027479,
Nomor Mesin DBJ1578, Nomor BPKB: 112949726 atas
nama STNK Syarif Hidayat alamat Cimanggu Gg. Kemoja
Rt. 002 Rw. 04 Kedong Jaya Bogor.
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Untuk membuktikan tuntutannya jaksa penuntut umum
menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar
kesaksiannya (keteranganya). Ada enam (6) saksi yang diajukan
jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah menurut agamanya
masing-masing dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut : >’

a. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap

terdakwa pada hari rabu tanggal 27 januari 2016,

¥ 1bid., 10-18
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bersama dengan tim BNNK Bogor dan BNNP Jawa
Barat karena diduga telah menyalahgunakan narkotika
jenis sabu dan Extacy dengan cara tertangkap tangan
memiliki, menyimpan dan menguasai untuk diserahkan
kepada orang lain atau sebagai perantara jual beli dan
untuk digunakan sendiri.

Saksi 2 keterangannya termuat dalam BAP penyidik,
bahwa  pada  saat penangkapan  dilakukan
penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika
jenis sabu, 8 butir tablet warna hijau, seperangkat alat
hisap (bong) dan satu botol kaca berisikan cairan yang
diduga dicampur narkotika jenis Extacy.

Sebelum ditimbang dan dilakukan perhitungan, saksi
tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkotika
jenis sabu dan Extacy tersebut.

Saksi 3 bahwa menurut keterangan terdakwa untuk
satu bungkus plastik bening berisi narkotika diduga
jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada
Joy (DPO), sedangkan 12 butir Extacy warna hijau
tersebut, 3 butir diantarnya sudah dijual kepada Hendri

(DPO) sesuai dengan arahan Kiwong (DPO),
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sedangkan 9 butir Extacy lainnya disimpan oleh
terdakwa.

Saksi 4 petugas Kepolisian dari BNNK Kab. Bogor dan
BNNP Jawa Barat mendapatkan informasi dari
masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut
kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa
Abdul Kodir selanjutnya melakukan penggeledahan
pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti
barupa narkotika jenis sabu satu bungkus plastik berisi
8 (delapan) butir Extacy hijau dan satu bungkus plastik
berisi serbuk Extacy sisa pemakaian yang disimpan
didalam sebuah tas selendang berwarna coklat merk
Donatello dan satu bungkus plastik berisi narkotika
jenis sabu dilantai mobil merk toyota Avanza warna
hitam Nopol F-1327-EQ, satu botol bekas minuman
Hydrococo yang sudah dicampur dengan sebagian
Extacy, satu buah Hp merk Samsung waran hitam Sim
card XL dan Simpati yang digunakan untuk
bertransaksi narkotika, selanjutrnya terdakwa dibawa

ke BNNP Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.
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e. Saksi 5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Badan Narkotika Nasinonal No.
46B/11/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 02 februari
2016, berkesimpulan bahwa barang berupa tablet
warna hijau seberat 2,2230 gram dan sisa hasil
pengujian seberat 1,3816 gram positif mengandung
Fenetilamina dan terhadap serbuk kristal warna bening
seberat 0,6314 gram dan sisa hasil pengujian seberat
0,3873 gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium
positif  nengandung  Metamfetamina  termasuk
narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 tahun
2009.

f. Saksi 6 menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh
BNNK dan BNNP Jawa barat karena telah
menyalahgunakan narkotika. Bahwa saksi tahu
terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu

bersama saksi didalam mobil Avanza

Dalam kasus ini ada 4 (empat) dakwaan dari jaksa, yang
mana pada pokoknya mengambil dakwan ketiga dan keempat,
dakwaan ketiga yaitu bahwa terdakwa melanggar pasal 116 ayat

(1) UU RI No 35 tahun 2009, dan dakwaan keempat Pasal 127
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ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPid.

D. Putusan Hakim dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Nomor
434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atau putusannya maka yang
perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jaksa Penuntut Umum dalam surat
dakwaanya menggunakan dua (2) dakwaan, maka Majelis hakim harus
mempertimbangkan 2 hal, yaitu dakwaan jaksa, alat bukti dan fakta dalam
persidangan.”” dimana nantinya dijadikan dasar untuk memutus perkara
penyalahgunaan narkotika ini.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana semua unsur
yang ada dalam undang-undang narkotika ini terpenuhi semua dengan apa
yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

tahun 2009 ini adalah sebagai berikut:

% pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP
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1. Setiap orang

e Bahwa pengertian kata setiap orang pada unsur ini
menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak
pidana, yait

e u seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti
melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus
dipertanggungjawabkan  atas tindak pidana yang
dilakukannya.

e Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh tentang
siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar
pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya
error in persona dalam menghukum seseorang.

e Dalam perkaran ini telah dihadapkan ke persidangan
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan
kepadanya dengan jelas dan tanggap.

e Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa Unsur
Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum

terhadap diri terdakwa.
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2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

e Bahwa definisi penyalah guna dalam pasal 15 UU no 35
tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
Hal ini berarti penyalah guna adalah semua orang tanpa
terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu
dan korban penyalahgunaan narkotika.

e Menurut majelis hakim yang dimaksud tanpa Hak addalah
tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

e Menurut majelis hakim yang dimaksud dengan melawan
hukum adalah bertentangan dengan hukum.

e Bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 UU No 35
tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran,  hilangnya rasa, @ mengurangi  sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-
golongan.

e Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan 1 adalah

narkotik yang hanya dapat digunakan untuk tujuan
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pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan (pasal 8 ayat (1) UU No 35
tahun 2009).

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut pendapat
Majelis Hakim terdakwa memenuhi kriteria
penyalahgunaan yaitu menggunakan sabu yang termasuk

narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Dalam putusan kasus penyalahgunaan narkotika ini ada
beberapa hal yang diperhatikan hakim yaitu keadaan memberatkan
dan meringankan terdakwa dalam memutuskan perkara dalam

putusan No 434/Pi.Sus/2016/PN.Bdg, yaitu sebagai berikut :°'

Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa menghambat progam pemerintah

dalam memberantas Narkoba

. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

1 bid., 28
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3. Terdakwa belum pernah dihukum
Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat
Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 9
tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan, maka Majelis Hakim Mengadili:**

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KODIR Bin als. KODIR BIN
BOBOH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman
kepada orang lain dan Menyalahgunakan narkotika golongan 1
bukan tanaman bagi dirinya sendiri”,

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama
2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

52 1bid., 28-29
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5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari selasa
tanggal 21 Juni 2016, Oleh TOGA NAPITUPULU, SH., M.H. selaku
Hakim Ketua, PRANOTO, S.H. dan NAWAIJI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONO
YULIANTO, S.H Panitera Pengganti pada PN Bandung Kelas I A
Khusus, serta dihadiri oleh VERA KEMIT, S.H. Penuntut Umum dan

Terdakwa serta Penasehat Hukum.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
ULTRA PETITA HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NOMOR 434/PID.SUS/2016/PN.BDG TENTANG

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan
dalam golongan-golongan dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang
narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan 1 adalah

. 63
metamfetamina atau sabu-sabu.

Narkotika merupakan salah satu jenis obat-obatan yang
diharamkan oleh Islam. bahaya tindak pidana narkotika tidak hanya
merugikan masalah fisik saja tetapi akan mengalami gangguan mental dan

kejiwaan. Dalam Islam, martabat dan hak hidup manusia serta

8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90
64
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perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal wajib kita

perilhara demi kelangsungan hidup yang bahagia dunia akhirat.

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana
narkotika golongan 1 karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan
juga melanggar Undang-Undang dan pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009. Dalam peradilan baik Islam maupun
Umum, suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus
menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti-bukti yang
jelas. Lebih baik seorang hakim salah dalam memaafkan dari pada salah

dalam mengambil keputusan.

Namun setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan
dengan masyarakat, manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan
dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Adapun pernyataan bahwa
hukuman tersebut merupakan hak Allah adalah penegasan atas kerusakan
dan bahaya. Karena itu, hukuman ini tidak dapat digugurkan atau

dibatalkan oleh siapapun, baik individu maupun masyarakat.**

Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam
Putusan tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 2 (dua)

dakwaan, yang pada pokoknya:

5 Abdul Qodir Awdah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 100
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1. Dakwaan yang pertama terdakwa dianggap sebagai seorang yang
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum
melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diancam
dengan pasal 116 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Dakwaan yang kedua terdakwa dianggap sebagai penyalahgunaan
narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan diancam dengan pasal 127
Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika.

Penimbangan hakim hal yang memberatkan dan

meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:®’

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program
pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

6 putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan No. 434/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Bdg Tentang
Penyalahgunaan Narkotika
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3. Terdakwa belum pernah dihukum
Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim sepakat menjatuhkan
pasal 127 ayat (1) huruf (a) tentang penyalahgunaan narkotika kepada
terdakwa dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan
ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan.

Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menyalahi Nash Alquran tentang larangan narkotika yang

tertera dalam alquran surat al-Maidah ayat 195.

2. Adanya unsur perbuatan yang mengandung jinayah, yaitu
kejahatan yang dilakukan terdakwa dalam penyalahgunaan
narkotika golongan 1, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang

akan dikenakan hukuman karena perbuatannya.

3. Pelaku tindak pidana narkotika dilakukan terdakwa yang
berumur 35 tahun, sudah dinyatakan taklif yang artiya pelaku
adalah  seorang mukallaf; sehingga dapat dimintai

pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.
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Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan
utama mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada
terdakwa yang di anggap secara sah bersalah dan melanggar hukum,
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI

No.35 Tahun 2009.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang
ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai
berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan

3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu

untuk melakukan

Dalam hukum positif pelaku tindak pidana narkotika, selain
dikenakan sanksi pidana penjara juga di jatuhi sanksi hukuman denda atau

yang dinamakan dengan sanksi hukuman kumulatif.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka manjamin
tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi,
bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat
formalitas. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum

acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya
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ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum di
Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram,

damai, adil, dan sejahtera.66

Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana narkotika
juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman
kumulatif, hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam, yaitu berupa

Sanksi ta’zir yang diperkuat atau diperberat dengan diyat (denda).

Hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin
al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman
untuk menghukum cambuk al-Walid bin Ugbah, beliau berkata :
Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga
Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak
delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai.

(H.R Muslim).”’

Dari uraian hadis diatas sudah jelas bahwa pada zaman
pemerintahan Rasulullah Saw sudah memberlakukan hukuman ta’zir
berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan
Sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana

narkotika sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi

5 Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana...., 89
" Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, (Beirut Libanon, 1996), 1331.



70

ta’zir, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman
tambahannya yang dalam islam disebut sanksi diyat atau hukuman
tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi

hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda.

Seperti sanksi kumulatif (sanksi ganda) yang telah dijatuhkan
(diputuskan) oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan
Nomor 434/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Bdg, Tentang Penyalahgunaan Narkotika.
Jika di dalam Hukum Pidana Islam sanksi hukuman kumulatif disebut
dengan sanksi hukuman ¢a’zir yang diperberat dengan sanksi hukuman
diyat, Jadi baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Pidana
Islam saling memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menerapkan sanksi

hukuman kumulatif terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Ulfra Petita hakim
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang

Penyalahgunaan Narkotika

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas
dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun.
Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap

siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa
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keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu

diputuskan.

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor
434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkotika yang
penulis teliti apabila dipandang dalam Hukum Pidana Islam maka
perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan jinayah. Jinayah adalah
nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara‘, baik perbuatan
tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta

benda.®®

Istilah narkotika tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam. Al
Quran hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu
hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diseleseikan melalui
metode qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang
belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada

ketentuan hukumannya.®’

Menurut penulis metode qiyas dalam sumber hukum pidana Islam
untuk menyamakan narkoba dengan khamr hanyalah menyamakan
larangan dan status hukumnya saja. Namun untuk sanksi pidananya tidak

bisa disamakan dengan khamr.

%8 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam..., 12
% Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16



72

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari yang sudah
dijelaskan di bab sebelumnya bahwa narkoba lebih berbahaya daripada

khamr dan narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.

Sesuai dengan penjelasan ketiga imam madzab yaitu Imam Maliki,
Imam Syafi‘i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamr dan
minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik
mabuk maupun tidak. Dan disyaratkan benda yang memabukkan itu
berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya

adalah 7a ‘zir (tergantung penguasa setempat).

Dalam hal ini, jelas bahwa narkotika sangat berbeda dengan
khamr. Sehingga sanksi pidana narkoba tidak bisa disamakan dengan
khamr, meskipun keduanya sama-sama memabukkan. Namun narkoba
sangat berbeda dengan khamr. Selain narkoba lebih berbahaya daripada

khamr, cara mengkonsumsi narkoba juga berbeda dengan khamr.

Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk
dalam kategori jarimah fa‘zir. Yang mana, jenis hukuman dan berat

ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat.

Hukuman ta‘zir menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi

pelajaran. Sanksi fa‘zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat
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kesalahannya. Pengguna narkotika yang baru beda hukumannya dengan
pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar

narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkotika.

Hukuman fa‘zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang
didalamnya tidak ada jadd dan kafarat. dengan kata lain sanksi atas
berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak
ditetapkan oleh syar’. Dalam perkara ini, syar’ telah menyerahkan
sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada
ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fuqaha telah
merinci  hukum-hukum sanksi. mereka juga berijtihad, dan

melembagakan berbagai pendapat yang ada.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara
penyalahguna dan pengedar narkotika, keduanya adalah termasuk
jarimah ta‘zir. Sebagaimana Sabda Nabi saw: “Dari Anas bin Malik r.a,
ia berkata: Rasulullah saw telah melaknat kepada sepuluh orang
(kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: pembuatnya,
pengedarnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya,

pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.”’’

7® Jaih Mubarok, Kaidah Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 33-34.
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Prinsip penjatuhan ta’zir, terutama yang berkaitan dengan ta ’zir
yang menjadi wewenang u/il amri, artinya baik bentuk maupun jenis
hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk
menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan
umum, yang bermura pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan
individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin
lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan
tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat
kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak
maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang
dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan
jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria

kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.”

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau jarimah di atas
ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi
pelaku tindak pidana atau jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah
diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta
meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana

merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan

" Sayyid Sabiq, Terjemah Figih Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1987), 10
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sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul
kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau

harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.”

2 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. .., 63



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 127 ayat
(1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana
semua unsur yang ada dalam undang-undang narkotika ini terpenuhi
semua dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam
memutuskan putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan
Negeri Bandung, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung

dari terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti.

penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum Islam terhadap
pelaku kejahatan narkotika tidak dijelaskan secara terperinci dalam
hukum Islam, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika,
perbuatan penyalagunaan narkotika dalam hukum Islam termasuk
Ta’zir, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (Ulil
Amri). Sedangkan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah yaitu
mengganggu pada kemaslahatan umum atau mengganggu keamanan

negara.

76
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B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1.  Penyalahgunaan narkotika masalah yang harus diselesaikan, maka
untuk mewujudkan semua itu kepada pihak yang terkait harus ikut
andil dalam masalah ini, baik aparat pemerintahan maupun kepada
lembaga penanggulangan narkotika yang lain. Lemahnya pemerintah
dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 terhadap masyarakat, agar masyarakat ikut berperan
serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika.

3. Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan hukum yang
berlaku sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas serta

menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
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